
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
Kabupaten Daerah-daerah Pembentukan 

ten tang 
Dalam 

1950 Tahun Undang-Undang Nomor 13 1. 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
disebutkan bahwa Pimpinan DPRD disediakan rumah 
jabatan dan perlengkapannya, dan Anggota DPRD 
disediakan rumah dinas dan perlengkapannya; 

b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum 
dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan rumah dinas bagi Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang 
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang 
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan 
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karanganyar; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURANBUPATIKARANGANYAR 
NOMOR ~ TAHUN 2016 

TENT ANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

• 



5. 

4. 

3. 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat d8:11 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nornor 4438); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234 ) ; 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4 712 ) ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 



BAB III 

DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan asas 
rasionalitas, 

BAB II 

TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 2 

Tunjangan Perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang 
kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten 
Karanganyar. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD. 

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten 
Karanganyar. 

7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap 
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal 
Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 
Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR. 



Pasal 7 

Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Jabatan 
Pimpinan dan/atau Rumah Dinas Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan 
Perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati 
rumah jabatan dan/ a tau rumah dinas terse but. 

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk 
uang dan dibayarkan setiap bulan melalui Sekretariat DPRD. 

BAB IV 

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 6 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan 
Bupati ini sudah termasuk perhitungan biaya Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), Biaya Penggunaan Air, Listrik dan biaya pemeliharaan lainnya. 

(2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhitung 
mulai bulan April 2016. 

Anggota 

Pasal 5 

Wakil Ketua 

Rp. 8.750.000,00/bulan (delapan juta tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah per bulan); 

Rp. 8.250.000,-00/bulan (delapan juta dua ratus lima 
puluh ribu rupiah per bulan); 

Rp. 7.750.000,00/bulan (tujuh juta tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah per bulan). 

Ketua 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan paling 
tinggi: 

(2) Perhitungan Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
didasarkan pada perbandingan antara: 

a. Standar harga satuan perumahan di Daerah; 

b. Kebutuhan minimal ruang rumah dinas/luas bangunan; 

c. Kesetaraan dengan Bupati; 

d. Tunjangan Perumahan yang berlaku selama ini. 



Salinan sesuai dengan aslinya 
SEK~ETARI[DAERAH 

KABUPATEN KA ANG ANY AR 
Ke~~a· Ba~ .Hukum, 

ZULFl~~ADIDH 
NTP 1 Q7Sn 111QQQ0:1 1 one 

SAMS I 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 3t~ 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal -l<j ~nL. 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 
ttd 

JULIYATMONO 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 19 Afrtl 2016 
BUPATI KARANGANY AR, 

ttd 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati int dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 11 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 81 Tahun 2014 ten tang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 81), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 
Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati irn dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

KETENTU AN PENUTUP 

Pasal 8 

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


